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Gagasan Fungsionalisasi Lembaga Ganti Kerugian melalui peradilan pidana untuk perlindungan korban
penganiayaan berat, telah memiliki satu argumentasi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara
yuridis, sosiologis, filosofis/ ideologis, dan humanis atau hak asasi manusia. Rasionalitas penerapan ganti
kerugian dari aspek yuridis, bertolak dari pemahaman bahwa anti kerugian merupakan salah satu sarana
yang tepat untuk melindungi dan melayani hak-hak pihak korban secara proporsional, demi tegaknya hukum
dan keadilan. Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek sosiologis, bertolak dari pemahaman bahwa
ganti kerugian merupakan salah satu instrument sosial yang handal untuk melindungi masyarakat,
membangun solidaritas sosial, memperkuat sistem kontrol sosial, mengembangkan tanggung jawab sosial,
mencapal prevens sosial, membina sikap toleransi dan kepedulian scsial terhadap sesamanya dalam
masyarakat. Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek filesofis/ideologis, berlandaskan pada
pemahaman bahwa ganti kerugian merupakan salah satu bentuk aplikasi konkrit nilai-nilai luhur kehidupan,
yang berakar pada nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan/Demokrasi, dan
nilai Keadilan Sosial. Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek humanis atau hak asasi manusia,
berlandaskan pada pemahaman bahwa ganti kerugian merupakan wujud dari suatu tuntutan moral (moral
claimed) atas perlunya suatu pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia untuk memiliki hidup dan hak
menjalani kehidupan secara bebas dan bertanggung jawab dalam batas-batas kebebasan orang lain.
Pemberdayaan |lembaga ganti kerugian melalui peradilan pidana dapat dilakukan melalui tiga model/cara
kerja, yaitu : Pertama, penerapan "denda damai” oleh polisi kepada pelaku penganiayaan berat untuk
mengganti kerugian korbannya lewat penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, dalam rangka
pelaksanaan fungsi "police disceretion” sebagai pegjabat fungsional penegak hukum dan keadilan, serta
sekaligus pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. K edua, penerapan suatu "restitusi” oleh hakim
kepada terpidana melalui suatu prosedur penggabungan perkara atas permohonan korban kepada hakim
ketua sidang untuk menggabungkan tuntutan ganti-kerugian pada perkara pidana yang bersangkutan, yang
diputus bersama secara kumulatip dengan sanksi pidana penjara, sebagai upaya untuk menghematkan waktu
dan biaya. Ketiga, penerapan perintah hakim kepada terpidana bersyarat untuk dalam waktu yang lebih
pendek/singkat dari masa percobaan membayar ganti kerugian kepada pihak korban, sebagai pelaksanaan
"syarat khusus' pidana bersyarat, dalam hal dijatuhkan pidana penjaratidak lebih dari satu tahun.

Terdapat hubungan yang asimetris antara ganti kerugian sebagai salah suatu "alat/sarana” yang efektif di
satu pihak dan perlindungan serta pemulihan hak-hak dan kesejahteraan pihak korban di pihak lain, sebagai
"tujuan” yang ingin dicapai dengan upayafungsionalisasi lembaga ganti kerugian melalui peradilan pidana.
Hal ini dapat dilihat dari segenap manfaat yang diperoleh melalui penerapan ganti kerugian dimaksud, baik
bagi kepentingan korban, kepentingan masyarakat, kepentingan terpidana, dan kepentingan negara atau
praktek peradilan pidanaitu sendiri.

Untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap korban maka, selain diperlukan pengkajian
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ilmiah secara mendalam mengenal masalah korban kejaratan, juga diperlukan kebijakan legislasi nasional
perlindungan korban dalam satu undang-undang supaya segenap tindakan yang diambil memiliki unsur
kepastian hukum, dan kegunaan hukum demi mencapai kebenaran dan keadilan.



